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rArru[ 2024

BUPArI HALMAIITRA BARAT,

bahwa mencermati situasi dan kondisi tingginya kasus gizi buruk
dan kesehatan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Haknahera
Barat sesuai data Dinas Kesehatan Kabupaten Haknahera Barat
terdapat beberapa kelompok rentan yang mengalami masalah
kesehatan dan gizi truruk seperti ibu hamil, bayi balita, remaja dan
lansia yang memerlukan perumganan secara intensif, selain itu
masalah gizr dafi kesehatan masyarakat di Kecamatan lbu darr
Kecamatan Tabaru yarlg terdampak bencana erupsi Gunung Api
Ibu berdasarkan data yang diambil pada saat investigasi awal di
posko peagungsian terdata ibu hamil sebanyak 11 orang, lansia
sebanyak 94 orang, bayi balita 123 orang yang didal,amnya
ditemukan 5 orang dengan status gizi sangat kurus dan 18 orang
dengan status gizi kurus, sehingga perlu penanganan khusus dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam mengatasi
kondisi darurat kesehatan masyarakat yang terjadi;
bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan
Belalja Daerah huruf D angka 4 huruf d angka 1) dan 3) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 ayat
{2} huruf a dan huruf c Peraturan Bupati Hal-rnahera Barat Nomor
1.E Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga di l(abupaten Halmahera Barat mengamanatkal bahwa
tata cara penggunaan Belaqia Tidak Terduga {BTT) keperluan
mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan
dasar masyarakat yang angga.rannya belum tersedia dalam tahun
anggaran beq'alan dan Pengeluaran Daerah yang berada diluar
kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
serta amanat peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentangPenetapal Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Keperluan
Mendesak Pelayanan Dasar Diluar Kendali dan Tidat( Dapat
Diprediksi Sebelumnya dalam Rangka Kondisi Darurat Kesehatan
Masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2A24.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
Und,ang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO3 tentang Pembentuka:r
Kabupaten Halrnalrera Utara, Kabupaten Halrnahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
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4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Naroor 1 Tahun 2SO4 tentang Perbendaharaan

Negara;
6. Undang-undang Ncmor 24 Tahun 2**7 tentang Penanggulangan

Bencana;
7. Utdang-undang Nornar 36 Tahun 2OAg tentang Kesehatan;
B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahaa

Daerah;
g^ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Darea

Perimbangan;
10.Peruturan Femerintsh Nomor 17 Tahun 2CI15 tentang Ketahanan

Pa,ngan dan Gizi;
ll.Peraturan Pemerintatr Nomor 2t Tahun 2008 terrtang

Peayelenggaraan Penaaggulangan Beacana;
l2.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahul 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
l3.Peraturan Presiden I{omor 42 Tahun 2013 tentang Geraka*

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
L4"Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2* tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
l5"Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2414 tentaag

Upaya Perbaikal Gizi;
l6,Feraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2OL4 tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat;
l?.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Teknis $urveilans Gizi Buruk;
lE.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun ZAL9 tentang

Fenanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akihrat Penyaki!
L9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang

Penanggulangan Krisis Kesehatan;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Earat Nomor 2 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua atas Feraturan Daerah Nomor S

?ahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Peralgkat
Daerah;

2l.Feraturan Da"erah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2*24 teatang Anggaran Pendapatan daa Betraaja Ilaerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2424;

Z2"Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor l.tr Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupatea
Halmahera Barat;

23-Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2"A Tatrun 2422 kntang
Percepatan Penurunan $tunting;

?4.?eratsran Bupati l{almahera Barat Nomor 17 Tahun 2A23 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomcr 10 Tahun 2A16 tentang Struktrrr Organisasi Peralgkat
Daerah Kabupaten H*lmahera Barat.

25"Perafuran Bupati Hatmahera Barat Nola^or 1 Tahun 2fr24 tentang
Fenjabaran Anggaran Pendapatan dan Beiarja l)aera}l Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A24;

fuIernperhatikan : Proposal Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomcr:
800/05512A24 hnggal 30 Mei 2A24, perihal : Permohonaa
Bantuan Dana Belanja ?idak Teretuga {BTT).

*IEIEUTTISI{AIIT :

hrlenetapkan :

KtrSATU : F*aetapan Belaaja Tidak Terduga {BT:ry untuk Keperlua*.
Mendesak Pelayanaa Dasar Diluar Kendali dan Tidak Dapat
Diprediksi Sebelumnya dalam Rangka Penanganan Gini dan
Kesehatan Masyarakat Terdampak Bencana Alam Erupsi Gunung
Berapi Ibu di Kabupaten Ha-lmahera Barat Tahun 2A'24.
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Tekrris Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, diatur di bawah tanggung jawab penuh Kepata Dinas
Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala SKPD yang meXaksanakan Belanja Tidak Terduga {BT:f}
untuk Keperluan Mendesak setragaimana dimaksud Diktxm
Kesatu, sesuai dengan tugas pckok dan fungsinya mengajukan
Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga {tsTT} kepada ppKB
selaku BUD dengan tetap memperhatlkan kemampual keuanga:t
Daerah.
Segala braya yarlg akan timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini ditrebaakan pada Anggaran Pendapata::r dan Belaaja
Daerah Kahupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran ZOZ4"
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jail*lo
1:r da tanggal : 28 2024

F]UPA1"I BA}L,qT,

ferr&r.S!ffir Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di So{ifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilaa Maluku Utara di ?ernate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailoio,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

PtrJARAT ir.dRAI}
Se,krela:'is trfaerah /
A*s. Bid. Adm. Urnum ff,
Karlis Keseh:rtan i ..
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